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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR : 500.9/391 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KEPEMILIKAN MESIN PELINTING 

SIGARET  

 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 

Program pembinaan industri untuk mendukung bidang 

penegakan hukum meliputi kegiatan pengawasan kepemilikan 

mesin pelinting sigaret; 

  b. 

 

 

bahwa dalam rangka pemantauan dan pengawasan 

kepemilikan mesin pelinting sigaret di Kabupaten Sukoharjo, 

perlu membentuk Tim Pengawasan Kepemilikan Mesin 

Pelinting Sigaret; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

  4. Peraturan Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2018 tentang  

Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor  6220) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6891); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 

Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 762); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

275);                   

 

 

 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Kepemilikan Mesin Pelinting Sigaret, 

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU sebagai berikut: 

  a. melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan pihak-pihak 

terkait; 

  b. melaksanakan pendataan, inventarisasi, dan registrasi 

terhadap mesin pelinting sigaret yang berada di wilayah 

Kabupaten Sukoharjo, meliputi identitas pemilik, lokasi, jenis, 

merek, dan kapasitas mesin sesuai ketentuan yang berlaku; 
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  c. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap legalitas 

kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting sigaret; dan 

  d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

KETIGA 

 

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 10 Agustus 2026 

 

Plt. BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 

 

 

EKO SAPTO PURNOMO 

TEMBUSAN Keputusan  ini dikirim  kepada  

Yth.: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di 

Sukoharjo; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sukoharjo di Sukoharjo; 

5. Tim yang bersangkutan. 

  

     Salinan sesuai dengan aslinya 

        KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
       RETNO WIDIYANTI B, SH 

                     Pembina  

     NIP. 19790801 200501 2 010 
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SUSUNAN TIM PENGAWASAN KEPEMILIKAN MESIN PELINTING SIGARET  

 

NO NAMA KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

KETERANGAN 

1 2 3 4 

1. Plt. Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan, 

petunjuk, dan 

nasihat 

2. Kepala Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo 

Penanggung 

jawab 

Bertanggung jawab 

terhadap seluruh 

kegiatan 

3. Kepala Bidang Perindustrian pada 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sukoharjo 

Ketua Bertanggung jawab 

atas pelaksanaan 

kegiatan 

4. Cahyo Nur Hafni 

NIP. 19920113 201210 1 002 

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

5. Alfandi Pradista 

NIP. 19930415 201310 1 002 

Pelaksana Pemeriksa pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

6. Margono, SP  

NIP. 19691001 199703 1 007 

Analis Kebijakan Ahli Muda pada 

Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

7. Mochtarom Budi Santoso, S.Psi. 

NIP. 19690411 199803 1 008 

Penyuluh Perindustrian Ahli Muda 

pada Dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Sukoharjo 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

8. Purwadi 

NIP. 19830422 200801 1 001 

Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha 

Industri pada Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo 

 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

Lampiran    :  Keputusan Bupati Sukoharjo 

 Nomor : 500.9/391 Tahun 2026 

 Tanggal : 10 Agustus 2026 
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NO NAMA KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

KETERANGAN 

1 2 3 4 

9. Ardentya Yudha Irfando, S.M. 

NIP. 19990908 202521 1 040 

Penata Layanan Operasional pada 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sukoharjo 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

10. Bejo Hartono, ST 

NIP. 19760611 202521 1 038 

Penata Layanan Operasional pada 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sukoharjo 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

11. Antonius Andhi Oktoviyanto SE, MM. 

NIP. 19771025 201001 1 002 

Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Sukoharjo 

Anggota Bertanggung jawab 

sesuai bidang 

tugasnya 

 

 Plt. BUPATI SUKOHARJO, 

 

 

ttd. 

 

EKO SAPTO PURNOMO 
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